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TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjavan Pustaka

Sebelum beranjak lebih jauh perlu kiranya menelusuri dan menelaah
karya-karya ilmiah sebelumnya. Karya-karya iln-liah ini digunakan untuk
mendukung topik yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini, serta
mengungkap segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini. Adz.ipun
karya ilmiah yang penulis temui yang relevan dengan penelitian ini adalah
sebagai berikut:

Pertama, penelitian tentang perlindungan hukum nasabah debitur
Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara (KPR BTN) di BTN
Cabang Jember oleh Lia Susanti (2005). Dalam penelitiannya, penulis
menyimpulkan bahwa perlindungan hukum  merupakan jaminan
terlaksananya hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban BTN dalam
perjanjian kredit KPR BTN adalah mengembalikan seluruh dokumen sah
tanda _kepemilikan nasabah debitur tehadap rumah dan tanah yang
diagunkan, apabila nasabah debitur telah melunasi utangnya. Untuk itu Bank
bertanggung jawab dalam hal hilangnya sertifikat nasabah debitur yang
menyebabkan Bank tidak memenuhi kewajibannya tersebut. BTN
mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan berupa pembuatan duplikat

sertifikat yang hilang dan menanggung segala biaya yang berkaitan dengan
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memilih upaya-upaya penyelesaian yaitu penyelesaian secara kekeluargaan,
penyelesaian dilvar  pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (BPSK) atau penyelesaian melalui jalur pengadilan umum.

Kedua, adalah penelitian tentang perlindungan hukum terhadap
nasabah debitur KPR BTN kota Yogyakarta oleh Sofan Sofian (2008).
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum
yang diberikan BTN terhadap nasabah debitur. Dari hasil penelitian
menunjukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh KPR BTN
belum maksimal, hal ini dapat dilihat: perfama, dalam perjanjian para pihak
terdapat hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Kedua, kurang
maksimalnya usah Bank dalam mengantisipasi kenaikan suku bunga kredit
yang disebabkan dengan naiknya suku bunga Indonesia, BBM dan inflasi.
ketiga, peraturan yang ada belum sepenuhnya menunjukan perlindungan
bagi nasabah debitur.

Ketiga, penelitian tentang perlindungan hukum bagi pembeli dalam
petjanjian jual beli melalui internet atas kerugian adanya cacat tersembunyi
oleh Nidia Mulia Wati (2009). Berdasarkan hasil penelitian dan analisis
penulis, disimpulkan bahwa pembeli yang dirugikan dalam jual beli melalui
internet khususnya atas kerugian adanya cacat tersembunyi mempunyai
perlindungan hukum yang nyata, seperti dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (Pasal 1474, Pasal 1491, Pasal 1506, Pasal 1507, dan Pasal

1508), Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
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Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Pasal 4, Pasal 7
sampai dengan Pasal 9). Jadi pihak pembeli barus mengetahui hukum dan
harus tegas bilamana hak-haknya tidak terpenuhi.

Keempat penelitian tentang asas perlindungan nasabah debitur
berdasarkan sistem Bank Syariah oleh Mulhadi (2004). Dalam penelitiannya
ada tiga pokok permasalaban yang diangkat yaitu, pertama asas-asas apa
saja yang ada dalam ketentuan perbankan syariah (yang bersumber pada al
qur'an dan hadits) berkaitan dengan perlindungan nasabah debitur, kedua
Landasan filosofis pentingnya perlindungan bagi nasabah debitur bank
syariah, ketiga Bagaimana penerapan asas tersebut dalam setiap perjanjian
kredit bank syariah. Hasil penelitian menunjukan ada beberapa asas (dalam
al qur’an dan hadits) yang dianggap dan bisa dikonkretisasi sebagai asas
perlindungan bagi nasabah debitur. Asas-asas tersebut antara lain: perfama
asas pelarangan bunga/bagi hasil, kedua asas i’tikad baik, ketiga asas
kesepakatan, keempat keseimbangan/keadilan, kelima asas
kebersamaan/kemitraan, dan kefujuh asas persaudaraan dan tolong-
menolong. Asas-asas tersebut juga ditemukan dalam peraturan perbankan
saat ini, misalnya, (a). Asas kesepakatan, (b). Asas kehati-hatian, (c). Asas
non-diskriminasi, dan (d). Asas keterbukaan. Dengan demikian, asas
pelarangan  bunga/bagi hasil, kebersamaan/kemitraan, serta asas
persaudaraan dan tolong-menolong, merupakan beberapa asas yang khusus

dimiliki oleh bank berdasarkan prinsip syariah, yang tidak ditemukan pada
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pentingnya perlindungan nasabah debitur adalah segala ketentuan yang
berintikan pada pengayoman/keberpihakan serta perlindungan kepada kaum
lemah, dan ketentuan ini sangat terkait dengan konsep persaudaran dan
tolong-menolong dalam Islam. Walaupun akad/perjanjian kredit bank-bank
syariah di kota Medan masih ada pencantuman klausula eksonerasi, tetapi
didalamnya juga ditemukan asas perlindungan kepada nasabah debitur.
Asas-asas tersebut antara lain: (a). Asas pelarangan bunga/bagi hasil, (b).
Asas i’tikad baik, (c). Asas kesepakatan, serta (d). Asas

kebersamaan/kemitraan.

B. Kerangka Teori
1. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Salah satu upaya merealisasikan nilai-nilai Ekonomi Islam dalam
aktivitas nyata masyarakat adalah dengan mendirikan lembaga keuangan
yang berprinsip Syariah. Dari sekian banyak lembaga keuangan syariah,
perbankan merupakan sektor yang paling besar pengaruhnya dalam
aktivitas perekonomian masyarakat modern. Secara umum tujuan utama
Bank Syariah adalah melakukan kegiatan perbankan, finansial,
komersial dan investasi sesuai dengan prinsip Islam. Upaya ini tentu saja
didasari oleh larangan bunga pada setiap transaksi (Tim Pengembangan

Perbankan Syariah, Institute Bankir Indonesia 2003: 20). Serta untuk
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yang mengandung dasar-dasar keadilan, kejujuran dan kebijaksanaan
(Muhammad, 2005: 15).

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah biasa disebut dengan BPRS.
Dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah menyatakan bahwa, BPRS adalah Bank Syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPRS
merupakan salah satu wujud terealisasinya Ekonomi Islam di Indonesia.
Hadirnya BPRS di Indonesia diawali dengan deregulasi disektor
perbankan sejak 1 Juni 1983 yang memberikan kebebasan kepada bank-
bank (termasuk BPR) untuk menetapkan sendiri tingkat bunganya
sampai 0%. Peluang beroprasinya BPR tanpa bunga tersebut semakin
terbuka setelah adanya Paket Oktober (PAKTO) tanggal 27 Oktober
1988, yang memberikan peluang berdirinya bank-bank baru termasuk
bank tanpa bunga. Kepastian peluang beroprasinya BPR tanpa bunga
adalah ketika para ulama, cendekiawan muslim dan para praktisi
perbankan muslim menyusun suatu program pendirian BPR Syariah,
sampai akhirnya terealisasi (Sumitro, 2002: 109).

BPRS Sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan
memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum
syariah. Jasa keuangan yang ditawarkan BPRS cukup bervariatif, dari
produk penghimpunan dana sampai penyaluran dana. Menurut Undang-

Undang Nomor 2] Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan
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. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:

1) Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu
berdasarkan akad wadi ‘ah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan Prinsip Syariah.

2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah
atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

. menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau
musyarakal. ’7

2) Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, salam, atau istishna’.

3) Pembiayaan berdasarkan akad qardh.

4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak
kepada Nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam
bentuk ijarah muntahiya bittamlik,

5) pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah,

. menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan

berdasarkan akad wadi'ah atau investasi berdasarkan akad

mudharabah dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan

Prinsip Syariah.

. memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk
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Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum
Konvensional, dan Unit Usaha Syariah (UUS).

¢. menyediakan produ]_c atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah
lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan
Bank Indonesia.

Keberadaan BPRS dimaksudkan untuk dapat memberikan
pelayanan perbankan secara cepat, mudah dan sederhana kepada
masyarakat, khususnya pengusaha menengah, kecil dan mikro baik di
pedesaan maupun perkotaan yang selama ini belum terjangkau oleh
layanan Bank Umum Syariah.

Pembiayaan Murabahah
'a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau
kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang
terbingkai dengan nilai-nilai Syariah (Ascarya, 2008: 35).

Dalam istilah fiqih akad dapat ditinjau dari dua segi yaitu
seccara umum dan secara khusus. Secara umum akad merupakan
segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan
keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu
pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual
beli, perwakilan, dan gadai (Syafei, 2006: 44). Sedangkan secara

khusus akad |berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan
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penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan
berpengaruh pada sesuatu (Santoso, 2003 dalam Ascarva, 2008).

Sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syariah pasal 1 angka 13 mendefinisikan akad sebagai
kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain
yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak
sesuai dengan Prinsip Syariah.

Agar suatu akad dipandang sah akad harus memenuhi rukun
dan syarat yang ada dalam akad, Akad mempunyai tiga rukun dan
empat syarat.

1) Rukun Akad
a) Pelaku akad

Pelaku akad harus orang yang mampu melakukan akad untuk

dirinya (ahliyah) dan mempunyai otoritas Syariah yang

diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagat
perwakilan dari yang lain (wilayah).
b) Objek akad

Objek akad harus ada pada saat terjadinya akad, harus sesuatu

yang disyariatkan, dapat diserahterimakan ketika terjadi akad,

dan harus sesuatu yang jelas antara dua pelaku akad.
c) Shighat

Shighat atau pernyataan pelaku akad yaitu ijab dan qabul. ljab
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oleh kedua belah pihak, antara ijjab dan qabul harus sesuai,
dan antara ijab dan qabul harus bersambung (adanya sikap
saling mengetahui antara kedua belah pihak) (Syafei, 2006:
51).
2) Syarat Akad

a) Syarat berlakunya akad (In 'igod)
Syarat berlakunya akad (In'igod) terbagi menjadi dua yaitu
syarat In’igod umum yakni syarat yang harus ada pada setiap
akad, dan syarat In'igod khusus yakni syarat yang harus ada
pada akad-akad iertentu.

‘ b) Syarat sahnya akad (Shikah)
.’ Syarat Shihah yaitu syarat yang diperlukan secara syariah

agar akad berpengaruh.

¢) syarat terealisasinya akad (MNafadz)
syarat terealisasinya akad ada duva yaitu kepemilikan barang
dan barang bukan milik orang lain.

d) Syarat kepastian hukum (Lazim)
Syarat  kepastian hukum adanya kepastian dalam
melaksanakan akad.

b. Akad Murabahah

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam

melakukan perjanjian jual beli yang harus tunduk pada kaidah dan
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(Muhamad, 2008: 22). Akad murabahah (al-bai’bi tsaman ajil) lebih
dikenal dengan murabahah saja. Murabahah berasal dari kata bahasa
arab yaitu al ribhu (z2M) yang berarti kelebihan dan tambahan
(keuntungan). Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan
menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang
disepakati oleh penjual dan pembeli (Tim Pengembangan Perbankan
Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003; 66).

Menurut Ibnu Qodamah dalam bukunya mughni 4/280
mendefinisikan murabahah merupakan menjual dengan harga asal
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati
(Muhamad, 2008: 22). Sedangkan para fugaha sepakat
mendefinisikan murabahah sebagai penjualan barang seharga biaya
atau harga pokok (cost) barang tersebut ditambah dengan mark-up
atau margin kem@gm yang disepakati (Wiroso, 2005: 13).

Karakteristik dari akad murabahah adalah penjual harus
memberitahu kepada pembeli harga produk yang ia (penjual) beli dan
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya (Tim
Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, 2003:
66).

Dari beberapa definisi yang ada dapat disimpulkan bahwa
murabahah adalah suatu konsep Islam dalam melakukan perjanjian

jual beli, dimana penjual harus memberitahukan harga perolehan
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pembeli sampai terjadi kesepakatan dalam tawar menawar harga jual

antara penjual dan pembeli.

. Landasan Hukum Akad Murabahah

1) Al-Qur’an tercantum dalam surat Al-Bagarah ayat 275

AP cag
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Artinya:

..... Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba..... (QS. Al Baqarah, 2: 275).

2) Al-Qur’an tercantum dalam surat An-Nisa’ ayat 29
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali

dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama

suka di antara kamu.....( QS. An-Nisa’, 4: 29).

. Rukun dan Syarat Akad Murabahah

Murabahah merupakan suatu akad, dan dipandang sah suatu
akad apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ada pada akad
tersebut. Akad murabahah memiliki beberapa rukun dan syarat.

1) Rukun Akad Murabahah

Dalam akad murabahah mempunyai beberapa rukun yang harus
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maka akad ini menjadi tidak sah. Adapun rukun dalam akad

murabahah adalah sebagai M®t:

a) Pihak yang berakad
Pihak yang berakad adalah pihak yang terlibat dalam transaksi
murabahah yaitu pembeli dan penjual. Dalam transaksi
murabahah disini yang menjadi penjual adalah pihak Bank
dan pembeli adalah pihak nasabah.

b) Objek vang diakadkan
Objek dalam transaksi akad murabahah adalah barang yang
diperjual belikan dan harga (harga harus atas kesepakatan
kedua belah pihak).

c) Akad/sighat
Akad/sighat ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual
beli belum dikatakan sah sebelum jjab (serah) dan gabul
(terima) dilakukan, karena ijab dan gabul menunjukan kerelaan
(keridhaan) (Suhendi, 2010: 70).

2) Syarat Akad Murabahah

Akad murabahah mempunyai beberapa syarat yang harus

dipenuhi. Adapun syarat dalam akad murabahah antara lain:

a) Pihak yang berakad
Dalam akad murabahah pihak yang berakad harus cakap dalam

hukum/berakal dan sukarela (ridha), tidak dalam keadaan
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b) Objek yang dijualbelikan

Objek akad yang diperjualbelikan mempunyai beberapa

kriteria antara lain:

1} Objek yang diperjualbelikan bukan termasuk barang haram

2)

3)

4

5)

atau dilarang. Dalam hal ini Bank tidak boleh memberikan
pembiayaan untuk barang yang dilarang atau haram
menurut agama.

Objek yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang
memiliki nilai ataw mempunyai manfaat. Bank harus
selektif ~ dalam memberikan barang yang dibutuhkan
nasabah (Bank harus tahu manfaat barang tersebut untuk
nasabah).

Penyerahan dari objek yang diperjualbelikan dapat
dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Bank dapat
menyerahkan barang yang dibutuhkan nasabah pada saat
akad.

Objek yang diperjualbelikan merupakan hak milik penuh
pihak yang berakad. Barang tersebut harus milik Bank
sepenuhnya pada saat tetjadi akad.

Sesuai spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan
yang diterima pembeli. Barang yang diperjualbelikan
diketahui oleh pihak Bank dan nasabah baik zat, bentuk,

kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya.
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c) Akad/sighat

1) Harus jelas dan disebutkan secara spesifik dengan siapa
bcralgad. Dalam pembiayaan murabahah disini pihak yang
berakad adalah Bank dan nasabah.

2) Antara ijab gabul (serah terima) harus selaras baik dalam
spesifikasi barang maupun harga yang disepakti.

3) Tidak mengandung klausul yang bersifat menggantungkan
keabsahan transaksi pada hal atau kejadian yang akan
datang.

4) Tidak membatasi waktu, misal: saya menjual ini kepada
anda untuk jangka waktu 12 bulan setelah itu menjadi milik
saya kembali (Tim Pengembangan Perbankan Syariah
lestitqt Bankir Indonesia, 2003: 77).

e. Implementasi Akad Murabahah Pada Bank Syariah

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh
perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah (Karim, 2008:
113). Produk murabahah (al-bai’bi tsaman ajil) merupakan salah
satu dari produk penyaluran dana pada Bank Syariah. Produk
pembiayaan murabahah ini, merupakan produk pembiayaan yang
diberikan bank, kepada nasabah berupa talangan dana yang
dibutuvhkan nasabah untuk membeli svatu barang/jasa dengan

kewajiban mengembalikan talangan dana tersebut seluruhnya pada
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Dalam pelaksanaan permibiayaan murabahah pada Bank
Syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan
nasabah. Bank melakukan pembelian barang tersebut dari pemasok
{supplier) yang ditunjuk oleh nasabah atau bank. Kemudian bank dan
nasabah menetapkan harga jual. barang tersebut berdasarkan
kesepakatan bersama (Tim Pengembangan Perbankan Syariah
Institut Bankir Indonesia, 2003: 76). Setelah terjadi kesepakatan
harga jual barang antara bank dan nasabah kemudian bank menjual
barang tersebut kepada nasabah.

Dalam pembiayaan ini, Bank memperoleh keuntungan
(margin) dari selisih harga beli barang dari pemasok (supplier)
dengan harga jual bank kepada nasabah. Selisih dari harga jual
(keuntungan) tersebut merupakan hasil kesepakatan yang telah dibuat

-antara bank dengan nasabah sebelum akad, dimana nasabah sebagai
pembeli mengetahui harga pembelian barang dan keUntlm,g;;l yang
diperoleh bank.

Selain kedua belah pihak (bank dan pasabah) menyepakati
harga jual, kedua belah pihak juga menyepakati jangka waktu
pembayarannya. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan
Jjika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.

Dalam perbankan, murabahah selalu dilakukan dengan éara
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barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran
dilakukan secara tangguh/cicilan (Karim, 2008: 98).

Menurut M. Umer Chapra murabahah merupakan transaksi
yang sah menurut ketentuan syariat apabila risiko trarsaksi tersebut
menjadi tanggung jawab pemodal (bank) sampai peaguasaan atas
barang (possesion) telah dialihkan kepada nasabah.

Pemilikan (ownership) dari barang (assef) dialihkan kepada
nasabah (pembeli) secara proposional sesuai dengan -cicilan-cicilan
yang telah dibayar. Dalam pembiayaan ini bank diperkenankan
meminta agunan dari nasabah atas pembiayaan yang dilakukan
(Sjahdeini, 2005: 65).

3. Hukum Perlindungan Konsumen
a. Definisi hukum pelindungan konsumen

Istilah hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen
sudah sering terdengar karena keduanya merupakan bidang hukum
yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya. Hukum perlindungan
konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang lebih luas.
Hukum konsumen, yakni keseluruhan asas dan kaidah hukum yang
mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama
lain berkaitan dengan barang dan jasa konsumen didalam pergaulan
hidup. Berarti hukum konsumen memuat asas dan kaidah yang

mengatur serta mengandung sifat yang melindungi kepentingan
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diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan konsumen atau biasa disebut (UUPK). Dalam pasal 1
angka 1 UUPK menyatakan bahwa “perlindungan konsumen adalah
segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk
merberikan perlindungan kepada konsumen", Rumusan pengertian
UUPK ini cukup memadai, Karena kalimat yang menyatakan
“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukun:”, diharapkan
mampu menjadi benteng untuk menghalangi kesewenang-wenangan
karena kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidakpastian
hukum (Miru dan Yodo, 2004: D).

Dewasa ini hukum perlindungan konsumen mendapat cukup
perhatian banyak pihak. Karena hal ini menyangkut peraturan-
peraturan untuk mensejahterahkan masyarakat, bukan saja
masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan hukum
namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk
mendapatkan perlindungan, masing-masing dari mereka (konsumen
dan pelaku usaha) mempunyai hak dan kewajiban (Siwikristianti,
2008: 1).

. Tujuan perlindungan konsumen

Tujuan dari perlindungan kosumen terdapat pada Pasal 3

UUPK yang berbunyi perlindungan konsumen bertujuan:

2) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian



3)

4)

3)

6)

7

Meningkatkan harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau
jasa.

Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapat informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, dan keselamatan konsumen (Miru dan Yodo, 2004:

33).

. Hak-hak konsumen

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang

diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. UUPK dalam hal ini

juga mengatur hak konsumen. Hak konsumen diatur dalam pasal 4

UU Nomor 8 Tahun 1999 yang berbunyi sebagat berikut;

I) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
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2)

3)

4)

3)

6)

7

8)

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai
dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/atau jasa.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara bepar dan jujur
serta tidak diskriminatif.

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (ibid.,:

38).

4. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Perbankan

(Nasabah)

a. Pengertian Konsumen Jasa Perbankan (Nasabah)

Istilah konsumen berasal dari alih bahasa dari kata corisumer

(Inggris-Amerika), atau consument/konsument (Belanda). Pengertian

dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia

berada. Tujuan dari penggunaan barang atau jasa juga yang
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barang/jasa tersebut. Secara harfiah arti kata consumer adalah (lawan
dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu juga
dengan kamus bahasa inggris-indonesia memberi arti kata consumer
sebagai pemakai atau konsumen (Siwikristianti, 2008: 22).

Menurat UUPK pasal 1 angka 2 konsumen merupakan setiap
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, kelvarga, orang 'ain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (Miru dan
Yodo, 2004: 4).

Pada dasarnya, setiap manusia adalah konﬁmnen. Baik
konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa. Konsumen dalam
jasa perbankan dikenal dengan sebutan nasabah. Dalam Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Sya'riah pasal 1
angka 16 menyatakan bahwa nasabah merupakan pihak yang
menggunakan jasa Bank Syariah dan/atau Unit usaha Syariah (UUS).

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun. 2008 tentang
Perbankan Syariah selanjutnya dijelaskan bahwa nasabah terbagi
menjadi tiga yaitu pertama nasabah penyimpan adalah nasabah yang
menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam bentuk
simpanan berdasarkan akad antara Bank Syariah atau UUS dan
nasabah yang bersangkutan, kedua nasabah investor adalah nasabah

yang menempatkan dananya di Bank Syariah dan/atau UUS dalam
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dan nasabah yang bersangkutan, ketiga nasabah penerima fasilitas
adalah nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang
dipersamakan dengan itu, berdasarkan Prinsip Syariah.

Jika dilihat seksama posisi nasabah dalam perbankan terbagi
menjadi dua yaitu perrama nasabah kreditur adalah nasabah yang
menyimpan uangnya pada Bank dan nasabah yang menempatkan
dananya di Bank (investor), kedua yaitu nasabah L;lebitur adalah
nasabah yang memperoleh fasilitas dana (nasabah yang memperoleh
fasilitas pembiayaan).

Dart semua posisi nasabah tersebut pada dasarnya nasabah
adalah konsumen jasa perbankan, Sebagai konsumen jasa perbankan,
nasabah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan hukum
dan hak-hak yang harus dipenuhi oleh Bank. Apalagi menimbang
nasabah memiliki pengaruh yang besar bagi perkembangan
perbankan karena bisnis perbankan merupakan bisnis kepercayaan.
Sehingga bank seharusnya dapat menjaga kepercayaan yang telah
diberikan oleh nasabah dengan tidak bertindak sewenang-wenang
terhadap nasabah, misalnya dengan mengabaikan hak-hak nasabah
'sebagai konsumen jasa perbankan.

. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah
| Pada hakikatnya semua manusia merupakan konsumen, baik

konsumen yang mengkonsumsi barang atau jasa. Seperti yang telah
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perbankan. Sebagai konmsumen, nasabah memiliki hak untuk

mendapatkan perlindungan hukum. Baik perlindungan hukum

melalui hukum positif (Undang-Undang) maupun Hukum Islam.

1) Perlindungan Hukum bagi Nasabah ditinjau dari Hukum
Positif (Undang-Undang)

Hukum merupakan peraturan berisi perintah dan larangan
yang harus ditaati masyarakat dan timbul sanksi jika peraturan itu
dilanggar. Menurut C.S.T kansil, dilihat dari waktu berlakunya
hukum terbagi menjadi tiga bagian, salah satunya adalah hukum
positif. Hukum positif adalah hukum yang sedang berlangsung
disuatu Negara (Ishag, 2008: 2). Menurut HM.N purwosutjipto
hukum positif adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa
Negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan
hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang
mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan
tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh
penguasa tersebut (Musjtari dan Fitriyanti, 2010: 1).

Perlindungan hukum terhadap nasabah ditinjau dari aspek
hukum positif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8§ Tahun

1999 tentang perlindungan konsumen atau biasa disebut (UUPK)
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Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam UUPK

tertuang dalam pasal 4 UUPK, tentang hak-hak konsumen. Hak-

hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a)

b)

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa

Hak ini dimaksudkan untuk menjamin kenyamanan,
keamanan, dan keseclamatan konsumen jasa perbankan
(nasabah) dalam memperoleh barang atau jasa, sehingga
nasabah dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis)
dalam menggunakan barang atau jasa.

Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan

Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada
nasabah untuk memilih barang yang sesuai dengan kuantitas
dan kualitas barang yang ingin ditransaksikan tanpa ada
paksaan dan dengan harga yang sesuai, hak ini juga
dimaksudkan agar nasabah terlindungi dari permainan harga
serta memberikan jaminan kesesuaian barang yang janjikan.
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

Hak ini adalah hak nasabah untuk memperoleh keterangan

. . ..



d)

nasabah dapat memperoleh gambaran yang benar dan jelas
tentang produk yang ingin ditransaksikan, serta mengetahui
keadaan tentang kondisi barang tersebut. Informasi yang
benar, jelas, dan jujur sangat penting bagi nasabah karena
dengan informasi tersebut nasabah dibarapkan dapat
mengetahui karakteristik dari produk tersebut.

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan

Hak ini merupakan hak nasabah dalam menyampaikan
pernyataan terhadap suatu produk yang ditransaksikan, baik
berupa keinginan untuk mendapatkan penerangan tentang
produk yang kurang jelas maupun keluban karena
ketidaksesuaian produk yang ditransaksikan dengan
kesepakatan awal.

Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
Hak ini adalah hak nasabah yang telah dirugikan dengan hak

ini nasabah berhak mendapatkan advokasi, perlindungan dan
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f)

g)

h)

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen

Hak pembinaan dan pendidikan konsumen merupakan hak
nasabah untuk diberikan informasi yang jelas dan
pemahaman atas suatu produk yang ditawarkan. Hal ini
dimaksudkan agar nasabah memperoleh pengetahuan dan
memahami produk yang ditawarkan bank, sebelum
melakukan transaksi dengan bank.

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif

Dalam praktik dunia bisnis terkadang konsumen sering sekali
dibeda-bedakan dalam memperoleh pelayanan dari pelaku
usaha. Akibatnya ada kesenjangan antar konsumen dan
terjadi ketidak adilan. Dalam hal ini nasabah memiliki hak
untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan Jujur serta
tidak diskriminatif oleh pelaku usaha (bank).

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
pengganti, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
UUPK merumuskan hak-hak konsumen adalah untuk
mengangkat martabat konsumen agar diperlakukan seperti

yang seharusnya. Dalam hal ini jika pelaku usaha (bank)
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dengan kesepakatan yang telah dibuat maka konsumen
(nasabah) -berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau pengganti dari yang telah disepakati. Terlepas dari
adanya unsur ketidaksengajaan dari pelaku usaha (bank) yang
mengakibatkan adanya cacat tersembunyi. Ganti rugi dapat
Juga berupa pengembalian pembayaran atau dengan
mengganti dengan barang yang sama seperti yang dijanjikan
atau dengan bentuk kompensasi lainnya sesuai dengan hasil
kesepakatan dari penyelesaian masalah.

Sedangkan Perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentarg Perbankan
Syariah tertuang dalam pasal 38 ayat 1 tentang perlindungan
nasabah. Ketentuan pada pasal 38 ayat 1 tersebut diatur pada
Peraturan Bank Indonesia (PBI) yaitu:

a) PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank
dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah
Pada PBI ini, bank wajib menyediakan informasi tertulis
dalam bahasa Indonesia secara lengkap dan jelas mengenai
karakteristik setiap produk dan wajib disampaikan kepada
nasabah baik secara lisan dan atau tertulis. Informasi
mengenai karakteristik produk tersebut meliputi nama

produk, jenis pfoduk, manfaat dan risiko yang melekat pada
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b)

biaya yang melekat pada produk, perhitungan bagi hasil dan
margin keuntungan, dan jangka waktu berlakunya produk.
Informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik produk
bank tersebut harus mudah dimengerti dan dapat dibaca
secara jelas.

Pada bagian lainnya, PBI ini mengatur mengenai pembatasan
data pribadi nasabah hanya untuk kepentingan internal bank.
PBI Nomor 10/10/PBLI/2008 jo PBI Nomor 7/7/PBI/2005
tentang penyelesaian pengaduan nasabah

Pada PBI ini, bank wajib menerima dan menyelesaikan setiap
pengaduan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan
yang dilakukan oleh nasabah. Pengaduan tersebut dapat
diajukan secara lisan maupun tertulis. Untuk pengaduan
secara lisan, bank wajib menyelesaikannya dalam waktu 2
hari kerja dan secara tertulis bank wajib menyelesaikannya
dalam waktu 20 hari kerja dan dapat diperpanjang hingga 20
hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi-kondisi
tertentu.

PBI ini, melindungi nasabah dalam upaya percepatan
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¢) PBI Nomor 10/1/PBI/2008 jo PBI Nomor 8/5/PBL2006
tentang mediasi perbankan
Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat
memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa.
Penyelesaian sengketa yang berlarut-larut dapat merugikan
nasabah, schingga perlu penyelesaian sengketa yang
dilakukan dengan cara sederhana, murah dan cepat melalui
penyelengparaan  mediasi. Mediasi  adalah proses
penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk
membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai
penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap
sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan.
Mediasi perbankan diselenggarakan agar hak-hak nasabah
dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik dan reputasi bank
juga dapat tetap terjaga.

Selain itu perlindungan hukum terhadap nasabah dalam
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syariah tertuang dalam pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) tentang
penyelesaian sengketa. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan
bahwa penyelesaian perbankan syariah dilakukan oleh
pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama serta dalam hal

para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain
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2)

dengan isi akad. Penyelesaian sengketa yang sesuai dengan isi
akad dapat berupa upaya musyawarah, mediasi perbankan, Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga
Arbitrase [ain dan atau melalui pengadilan di lingkungan
Pengadilan Umum.

Perlindungan Hukum bagi Nasabah ditinjau dari Hukum
Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan
berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku
manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua
yang beragama Islam (Syarifuddin, 2010: 9). Sumber hukum
dalam Islam ada tiga yaitu Al-Qur’an, sunnah, dan Ijtihad Ulil
Amri (Fikih Islam). Allah menetapkan hukum-hukumNya adalah
untuk kemaslahatan manusia seluruhnya.

Menurut ahli ushul fikih ada lima unsur pokok yang
menjadi tujuan dard Hukum Islam yaitu memelihara
kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal,
memelihara keturunan dan memelihara harta  benda.
Perlindungan konsumen dalam Islam pada hakekatnya ialah
perlindungan terhadap harta. Islam menempatkan harta sebagai
salah satu dari unsur penting tercapainya kesejahteraan ummat.

Al-Qur’an sebagai salah satu sumber hukum Islam telah
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beriman yang berguna sebagai alat perlindungan. Sebagian besar
dari perlindungan yang diajarkan Al-Qur’an terdapat dalam surat
An-nissa ayat 29, surat Al-Bagarah ayat 280, dan surat Al-
Bagarah ayat 282.

Perlindungan hukum dalam Al-Qur’an yang terpapar
diatas dapat di uraikan sebagai berikut:

a) Al-Qur’an surat An-nissa ayat 29 yang berbunyi:

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali
dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama
suka diantara kamu.....

Ayat ini menjelaskan pelarangan atas pengambilan harta
dengan jalan yang tidak benar dan dengan jelas ‘dikatakan
bahwa “kecuali dengan perniagaan yang didasarkan atas
dasar suka sama suka”. unsur suka sama suka dalam jual beli
dapat tercermin dari kerelaan keduabelah pihak dalam
melakukan transaksi jual beli.

b) Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 282 yang berbunyi:
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Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya......

Ayat ini mejelaskan bahwa sebuah kontrak bisnis hendaknya
ditulis diatas kertas. Ini secara khusus direkomendasikan
untuk transaksi dengan pembayaran tunda, baik yang
jumlahnya besar atau kecil. Penulisan transaksi sangat efektif
untuk terjadinya klaim palsu yang dilakukan oleh salah satu
pihak (Ahmad, 2001:106).

¢) Al-Qur’an surat Al-Bagarah ayat 280 yang berbunyi:

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran maka
berilah tangguh sampai ia berkelapangan.....

Sedangkan ayat ini menjelaskan pemberian bak tangguh
pembayaran hutang. Hak tangguh ini diberikan pada nasabah
yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya
pada saat akad berlangsung.
Sumber Hukum Islam yang kedua yaitu As-Sunnah atau
Al-Hadits. Salah satu sumber Hukum Islam ini juga memberikan

perlindungan hukum. Perlindungan hukum tersebut tertuang
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a) Larangan menjualbelikan barang yang belum ada atau belum

diketahui

Ao or
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Jika engkau membeli sesuatu, maka janganlah engkau jual
lagi sebelum barang tersebut berada ditanganmu (HR.
Ahmad, Baihaqi, dan Ibnu Hibban).
Hadits ini menjelaskan bahwa mengakadkan sesuatu yang
belum diketahui atau belum ada, hukumnya batal. Karena
pada dasarnya keberadaan obyek akad merupakan sesuatu
yang menjadi tujuan diadakannya akad. Oleh karena itu
keberadaan obyek akad disyaratkan harus jelas sehingga dapat

diserahterimakan.

b) Larangan melakukan penipuan dalam jual beli

o S
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Jika kamu menjual barang dagangan, maka katckanlah t:dak
ada penipuan (HR. Bukhari).
Barang siapa yang melakukan penipuan, maka dia tidak
termasuk golongan kami (HR. Tbnu Majah).

Hadits di atas menjelaskan pentingnya kejujuran dalam jual

beli. Jika dalam transaksi jual beli tidak ada kejujuran, maka
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¢) Pemberian hak khiyar dalam jual beli
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Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, jika jujur dan
transparan, maka keduanya akan diberkahi dalam jual beli.
Tetapi apabila tidak jujur dan berdusta, maka lenyaplah
keberkahan jual belinya (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskan tentang kebolehan melakukan khiyar.
dibolehkannya khiyar dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan, sehingga apa yang menjadi kehendak masing-
masing pihak dapat tercapai sesuai keridhaan.

(1) Khiyar majlis
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Penjual dan pembeli boleh melakukan kkiyar selama
belum berpisah atau salah satu mengatakan kepada yang
lain: pilihlah (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini menjelaskan tentang hak yang dimiliki para
pihak untuk memilih selama masih berada dalam majlis
akad.

(2) Khiyar al-'Aib
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Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya.
Tidaklah  halal seorang muslim menjual kepada
saudaranya barang yang cacat, kecuali telah menjelaskan
terlebih dahulu (HR. Ibnu Majah).
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Tidak halal menjual barang dagangan tanpa menjelaskan
bagaimana sebenarnya barang dagangan tersebut (HR.
Thabrani).

Hadits diatas menjelaskan keharaman menjual barang
yang cacat tanpa menjelaskan terlebih dahulu. Berlakunya
hak khiyar ini ialah ketika ada obyek transaksi yang cacat
dan diketahui setelah akad.

(3) Khiyar al-Ru’yah
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Barang siapa membeli sesuatu yang belum pernah
dilihatnya, maka dia boleh khiyar setelah meiihatnya (HR.
Daruquthni).

Hadits ini menjelaskan tentang adanya hak khiyar bagi
para pihak karena belum melihat barang yang ingin

diperjualbelikan.

(4) Khiyar al-Syarth
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Jika kamu bertransaksi (jual beli), katakanlah tidak ada
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Hadits ini menjelaskan bahwa dalam jual beli tidak boleh

ada penipuan dan adanya pemberian hak khivar

berdasarkan syarat yang diajukan dalam jual beli tersebut.
Hak khiyar artinya hak untuk memilih antara dua pilihan yaitu
melangsungkan atau membatalkan transaksi karena sebuah
alasan yang diterima (Mubammad dan Alimin, 2004:134).

d) pelarangan ba’i al-gharar (jual beli mengandung tipuan)

g o ol s el L D A
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Dari Abu Hurairah. la berkata, Nabi Muhammad SAW,
melarang memperjualbelikan barang yang mengandung
gharar (HR. Muslim)
Hadits ini menjelaskan bahwa dalam jual beli obyek akad
harus jelas, karena ketidakjelasan obyek akad akan
menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu jual beli yang
mengandung gharar adalah haram hukumnya {Burhanudin:
73).

Sedangkan dalam Fikih Islam untuk melindungi konsumen
dikenal berbagai perangkat istilah hukum, seperti pelarangan ba'i
al-gharar (jual beli mengandung tipuan), pemberlakﬁan hak
khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi

karena sebuah alasan yang diterima), beberapa hal yang merusak

kebebasan transaksi seperti adanya al-ghalr (tidak ada
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(adanya tipuan yang disengaja) dan lainnya (Mubhammad dan

Alimin, 2004: 134).

Perlindungan hukum dalam Fikih Islam yang terpapar

diatas dapat di uraikan sebagai berikut:

a) Pelarangan ba’i al-gharar

b)

ba’i al-gharar (jual beli mengandung tipuan) merupakan jual
beli barang yang mengandung kesamaran (barang yang dijual
belikan tidak jelas). Jual beli ini dilarang adalah agar
konsumen tidak mendapatkan kerugian yang diakibatkan
karena ketidakjelasan dari barang tersebut. Dalam hal ini
bank dilarang menjual barang yang belum diketahui oleh
nasabah, karena akan merugikan nasabah.

Hak Khiyar

Hak khiyar artinya hak untuk memilih antara dua pilihan
yaitu melangsungkan atau membatalkan transaksi karena
sebuah alasan yang diterima (ibid,.: 134). Adanya khiyar
adalah agar kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh
kemaslahatan masing-masing dari akad jualbelinya supaya
tidak akan terjadi penyesalan dikemudian bari (Rasjid, 2009:
286) dan dimaksudkan agar akad yang diadakan benar-benar

terjadi atas kerelaan penuh pihak-pihak bersangkutan karena
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Dalam kalangan ahli fikih terdapat tujuh belas macam khiyar,

namun yang mengacu pada perlindungan konsumen dalam

jual beli yaitu:

(1) Khiyvar Majlis
Khiyar Majlis artinya antara penjual dan pembeli boleh
memilih  akan  melanjutkan  jual beli  atau
membatalkannya, selama keduanya masih ada dalam satu
tempat (majlis), khivar majlis boleh dilakukan dalam
berbagai jual beli.
Khiyar majlis tidak berlaku lagi (batal) apabila keduanya
telah berpisah dari tempat akad tersebut (Suhendi, 2010:
83).
Berarti ketika nasabah masih berada dalam bank maka
nasabah masih memiliki hak khiyar mayjlis.

(2) Khiyar al-'4ib
Khiyar al-’Aib adalah hak khiyar yang diberikan karena
adanya suatu cacat yang mengurangi kualitas barang
tersebut atau mengurangi harganya. Apabila sewaktu
akad cacatnya itu sudah ada, tetapi barang belum diterima
maka masih ada dalam tanggungan penjual. Tetapi jika
pembeli tidak tahu atau terjadi sesudah akad yaitu

diterimanya barang yang dijual belikan maka pembeli
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(3) Khiyar al-Ru’yah
Khiyar al-Ru’yah merupakan hak khiyar karena belum
menyaksikan barang yang dijualbelikan (Muhammad dan
Alimin, 2004: 186). Nasabah mempunyai hak 4kiyar ini
ketika nasabah belum menyaksikan barang yang akadkan
dengan bank.
(4) Khiyar al-Syarth
Khiyar al-Syarth yaitu hak khiyar bagi pembeli atau
keduanya (pembeli dan penjual) untuk membatalkan atau
melanjutkan akad yang telah dibuat (ibid,.:187), dalam
penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu, baik oleh
penjual maupun oleh pembeli (Suhendi, 2010; 83).
Hak khiyar diberikan kepada konsumen (nasabah) adalah
untuk melindungi konsumen dari prinsip kontrak standar
(standard contract) yang dibuat secara sepihak oleh penjual
(bank) untuk nasabah. Schingga posisi nasabah menjadi
lemah karena nasabah hanya dapat mempunyai dua pilihan
yaitu menolak akad perjanjian yang dibuat oleh bank dengan

tidak melakukan pembiayaan pada bank atau menyepakati
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c)

d)

Al-ghalt

Al-ghalt atau tidak ada penyesuaian dalam hal jenis atau sifat
barang. Barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan
akad.

Al-ghubn

Al-ghubr artinya adanya tipuan yang disengaja sehingga

nienyebabkan ketidaksetaraan nilai tukar yaﬁg menyolok

MAthammad dAan Alimin 2NNA.1980



